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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan adat Tempat Sirih (kampana) dalam prosesi pernikahan 

masyarakat Buton di Desa Pulau Hatta  terbagi menjadi 2 macam yaitu : 

pertama, Keluarga pihak laki-laki telah menyiapkan seserahan dan  tempat 

sirih (Kampana) dan membawa  ke rumah keluarga pihak perempuan 

dipimpin oleh ketua adat dan biasanya di laksanakan pada ba‟da ashar. Kedua,  

Memakai uang yang dimana uang tersebut diambil dari ongkos pernikahan  

misalnya ongkos 50 juta diambil 10 juta untuk tempat sirih tersebut,  

kemudian dari uang tersebut pihak perempuanlah yang  membeli 

perlengkapan  tempat sirih (Kampana), sehingga keluarga dari pihak laki-laki 

tidak perlu menyiapkan dan membawarnya lagi. 

2.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (Kampana), Pertama ini 

karena dalam proses pelaksanaan ternyata kampana dilakukan berdasarkan 

kesepakatan para lelehur desa pulau hatta, Kedua kampana di yakini oleh 

masyarakat buton di desa pulau hatta memiliki nilai kebaikan, Ketiga dalam 

proses pelaksanaan kampana didesa pulau hatta diawali dengan yang dimana 

menimbulkan kecintaan anatara sesama manusia, keempat makna dari isi 

tempat sirih itu sendiri yaitu melambangkan sholat 5 waktu yang merupakan 

kewajiban umat muslim, kelima mengenai ongkos pernikahan sebagaimana 
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perwujudan dari apa yang dijelaskan oleh nabi bahwa seorang laki-laki harus 

mampu secara lahiriyah dan batiniyah. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang perlu penulis sampaikan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut penulis adat tempat sirih (kampana) sangat bagus harus 

dilestarikan agar anak cucu kita dapat merasakan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 Nama   : 

 Umur   : 

 Pekerjaan  : 

 Pendidikan Terakhir: 

 Alamat   : 

 Tanggl Wawancara : 

A. Bagaimana Bagaimana Pelaksanaan Adat Tempat Siri  (Kampana) Dalam 

Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton Di Desa Pulau Hatta 

d. Bagaimana sejarah desa pulau hatta? 

e. Apa saja persyaratan dalam melakukan adat tempat siri (kampana)? 

f. Bagaimana prosesi pelaksanaan Adat tempat siri masyarakat buton? 

g. Apa saja yang diisi dalam tempat sirih (kampana) tersebut? 

h. Bagaimana upaya melestarikan dan menjaga adat tempat siri (kampana) 

tersebut? 

i. Apakah semua masyarakat buton harus melaksanakan adat tempat siri 

(kampana)? 

j. Apakan yang tidak melakukan adat tersebut mendapatkan sangsi? 

B. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri 

(Kampana) Masyarakat Buton Di Desa Pulau Hatta 

1. bagaimana pendangan   hukum islam terhadap adat tempat siri (kampana) 

dalam masyarakat buton ? 

2. baimana pandangan tokoh agama terhadap adat tempat siri (kampana)? 

3. Apakah ada pro dan kontrak antara adat dan agama tarhadap prosesi 

tempat siri (kampana) masyarakat buton ? 

 

Lampiran-Lampiran: 



 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Sudar Raharusun, Kepala Desa Pulau Hatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Saja Lasamuna, sebagai tokoh adat 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 3 dan 4. Wawancara dengan Bapak La ici Ladjali dan Bapak Adzan Hasan, 

sebagai tokoh adat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Wawancara dengan Bapak Saleh Lapanggo, sebagai tokoh agama 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Wawancara dengan Bapak Halek Lausma, sebagai tokoh agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Wawancara dengan Bapak Achmad Hasan dan Ibu wamalia, sebagai 

masyarakat 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


